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Pelibatan

JAKARTA — Revisi Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2003 tentang
Pemberantasan Tindak Pidanmna Terorisme
(RUU Antiterorisme) akan disahkan awal

Desember ini.

Ketua Panitia Khusus (Pansus)
RUU Antiterorisme Muham-
mad Syafi’'i mengatalkan, selu-
ruh fraksi di DPR dan peme-
rintah sudah menyetujui selu-
ruh substansi dalarm RUU ter
scebut. "Pemerintah secara ke-
seluruhan dan DPR tidak ada
(perdebatan). Semua konten-
nya sudah disepalcati, tinggal
bagaimanamengonstruksipa-
salnya. Maica insyaallakrawal
Desember ini sudah dipari-
purnakan.” kata Syafii seusai
audiensi dengan Menteri
Koordinator Politik, Hukum
dan Keamanan Wiranto di
Kantor Kemenko Polhukam,
Jalkarta, kemarin.

RUU.ini juga akan meng-
atur keterlibatan TINI dalam
upayva memberantas teroris-
me. Syafii mengatakan, perme-—
rintah dan DPR sepakatbahwa
TNT akan dilibatkan dalam
pemberantasan terorisme.
Bahlkan mekanisme pelibatan
TINI nanti akan diatur dalam
peraturan presiden.

“Antara Panja, pemerintah,
DPR, Pak Wiranto sudah se-
pakat. Bahwa pelibatan TINI
dalam pemberantasan teroris
adalah sesuatu yang lidak lagi
diperdebatkan,” regasnya.

Syafi’i menjelaskan, peli-
batan TNT juga sudah sesuai
dengan aturan yang tercantum
dalarn Pasal 7 Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2004 tenitang
TNI. "Dipikirkan bagairmana
ada keputusan politikyang bisa
(bersifat) tetap untukdijadilkan
rujukan dalam melibarkan
TINL jelasiiya.

Dengan demikian, jika di-
sepakati ada rencana pener-
bitan keputusan politik peme-
rintah tentang pelibatan I'INL
dalam pemberantasan teroris-—
me, lxal itu harus berbentuk
peraturan presiden (perpres).
Dan ditu dibentuk scusai
undang undang(UU)diterbit-
kan agar ketentuan UU TINI
tretap dipenuhi. .

"Peviludasariulcurm
bahan keterangan
vangdilkumpillkan
intelijendapat
menjadi alatbukti
dipengadilarn.”

SUSANINGTYAS KERTOPATI
Pengamal Militer dan Intelijen

Sebelum itu Menko Pol-
hukam Wiranto berlkali kali
mempecrtanyakan lambannya
pcrmbahasan RITUJ Antiteror-
isme. Dia menegaskan, pem-
bahasan RUU Antiterorismme
harus segera diselesaikan
mengingat aparat penegak
hukum tidak bisa meclalaalcan
prenindakan terhadap pelaku
terorisme tanpa adanya payung
hukum. "Kalau tidak selesai
akan ditertawalcan teroris.
Tuh lHhat, bilkinas UU untuk rme-
lawan kita saja enggal selesai-
selesai. Jadi, jangan sampali
kita ditertawalkan olch kelom-

TINI

polkterorisitu,” jelasnya.

Wiranto menambahlkan,
RUU Antiterorisme juga harus
memberikan keleluasaan bagi
aparat untuk melakukan pe-
nindakan dan pencegahan. "Ba-
hkan saya sampai menyatakan
jangan sampai aparat kirta di-
minta melawan terorisme de-—
ngan tangan terikat,” tegasnya.

Wiranto menjamin peme-—
rintah tidak akan menyalah-
gunakan UU Antiterorisme
untuk kepentingan politik.
"Saya jamin tidak akan di-
salahgunakan. Akan kami pa-
kaibetul-betuluntukmelawan
terorisme, bukan unituk masa-—
lah politik,” kata Wiranto.

Pengamat militer dan in-
telijenn Susaningtyas Kerto-
pati mengatakan, regulasi,
penyelesaian revisi UJTT Nomor
15 Tahun 2003 tentang Pem-
berantasan Tindak Pidana
Terorismeyangsaatinisedang
dibahas di DPR tidak dapat
ditundalagi.

Salah satunya yang sangat -
prenting adalah agar UU ter-
sebutmemberikankewenang-
an kepada aparat penecgalc hu-
kum melakukan tindakan ter-
hadap perbuatan-perbuatan
awal yang mengarah ke tindak
pidana terorisme. Misalnya
pelatihan bernuansa militer,
penyebaran paham radilal,
bergabung dengan LSIS, atau
organisasiteroris lainniyva.

"Perlu dasar hukum bahan
keterangan yang dikumpul-
kan intelijen dapat menjadi
alat bukti di pengadilan untuk
menindak para pelaku teror.
Namun hal ini bukan berarti
pemerintah antikelompok
tertentu. Tujuan utamanya
adalah melindungi masvara-
kat yang tidak berdosa dari
kelompok pelaku teror di
Indonesia,” katanya.

@ bintimufarida


http://www.tcpdf.org

